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KATA PENGANTAR

ahkamah Konstitusi (MK)
merupakan salah satu cabang
kekuasaan yudikatif yang lahir di

era reformasi. UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah memberikan tugas
konstitusional yang strategis kepada MK
untuk turut serta menata sistem
ketatanegaraan Indonesia. MK dibentuk oleh
sejumlah gagasan teoretis dan dibekali
kewenangan serta kewajiban konstitusional
oleh Majelis Permusya-waratan Rakyat (MPR),
Tentu tujuannya adalah untuk menjamin
perlindungan hak-hak konstitusional warga
negara, tegaknya prinsip demokrasi, dan
terwujudnya pemenuhan rasa keadilan. Bagi
pencari keadilan, cara-cara berhukum bukan
saja dicapai hanya melalui keadilan prosedural
(formil), akan tetapi juga melalui cara-cara
berhukum yang benar untuk meraih keadilan
substansial (materiil). Oleh karena itu, bagi
mahasiswa maupun masyarakat yang
berminat mempelajari MK, perlu ada panduan
yang menjelaskan keberadaan MK dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
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Buku yang berjudul Mengenal Mahkamah Konstitusi
ini, dimulai dengan menguraikan landasan teori sistem
peradilan konstitusi yang dianut oleh negara-negara pada abad
ke-21. Kekhasan dari peradilan konstitusi adalah pengujian
produk hukum yang dikenal dengan judicial review. Secara
khusus keberadaan peradilan konstitusi di negara RI tidak
terlepas dari gagasan konseptual dari para ahli hukum tata
negara. Untuk menambah wawasan, maka dipaparkan pula
fungsi MK dari perspektif normatif dan praktik. Terkait dengan
kewenangan MK mengawal dan menegakan konstitusi,
demokrasi, keadilan, dan hak-hak konsitusional warga negara.
maka pembahasan kritis atas kewenangan MK dalam buku ini
tetap dalam kerangka akademis yang substansif.

Mudah-mudahan buku ini sebagai salah satu rujukan
yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya
dalam lapangan Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi. Namun, disadari adanya kekurangan
dalam penyajiannya. Untuk itu, diharapkan masukan yang
konstuktif bagi penyempuranaan buku ini. Selamat membaca.

Penulis
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